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Abstract
The objectives ofthis research are to know the implementation ofSingle Presence Policy for Banking
in the Law number 40* of2007 concerning Umited Company (The Law ofLimited Company) perspective
and to know the supporting and resisting factors in implementation ofSingle Presence Policy for Banking
in TheLawofLimited Companyperspective.
The data consist ofprimary and secondary data. The primary data is collected by interview. The
secondary data is collected by documentary research. Bank Indonesia region ofSurakarta is chosen
because its rule as supervisor and builderpublic bank asspecially atSurakarta region.
The resultofthis research shows that the implementation ofsinglepresencepolicyiscausing: inquietable
atstate banking with tree options are offered by government, labourproblems and the problem about legal
ownerandbeneciaryowner. The supporting factorin the implementation ofSingle Presence Policyfor world
banking in The LawofLimited Company perspective are: It as media to increase the competitive ratio of
Government Bank and it as a tool to gives limitation the domination ofprivate bank by foreign owner. The
resisting factors in implementation of Single Presence Policy for world banking in The Law of Limited
Company perspective are: The law problems, the collision ofthe Single Presence Policy and the RUPS
system in The Law of Limited Company about Single Presence Policy, The accomplishment ofminimum
core capital, The insiding ofPBI no 8/16/PBI/2006 about Single Ownership ofIndonesian Banking to
Minority Shareholders, and the difficult ofapplying holding company at Government bank.
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A. Pendahuluan
Proses liberalisasi sektor jasa perbankan
dimulai sejak diratifikasinya GeneralAgreementon
Trade in Service (GATS). Kesempatan investorasing
semakin luas sejak UU No 10 Tahun 1998 yang
merevisi UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan
memberikanakses kepada pihakasinguntukdapat
memiliki bank umum melalui tiga cara yaitu
pendirian bankbam,pembelian sahambankumum,
dan pedirian kantor cabang atau perwakilan.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 tahun 1999
tentang Pembelian Saham Bank Umum dan
Peraturan Bank Indonesia(PBI) Nomor2/27/PBI/
2000 tentang bank umum menyatakan bahwa
maksimum kepemilikan sahambankumumadalah
99 %. Hal tersebut diperkuat dengan Paket
kebijakan oktober2006yang dikenal dengan Pakto
2006 adalahkebijakan mengenai SinglePresence
Policyyang tertuangdalam Peraturan Bank Indo
nesia (PBI) No 8/16/PBI 2006, juncto kebijakan
mengenai pemberian insentif dalam rangka
konsolidasi perbankansebagaimana diatur dalam
PBI Nomor 8/17/PBI/2006 dan dirubah dengan PBI
Nomor 9/12/PBI/2007.
Yustisia Edisi82 Januari-April 2011
Kebijakan kepemilikan tunggal Perbankan
merupakan salah saturangkaian upaya Bank Indo
nesia dalam menegakkan Pilar I Arsitektur
Perbankan Indonesia (API), yaitu Penguatan
Struktur Perbankan Nasional dan PilarIII API yaitu
Peningkatan Fungsi Pengawasan. Kebijakan ini
mengharuskan kepada seluruh pemilik bank
khususnya pemegang saham pengendali (PSP)
untukmengkonsotidasikan kepemilikanya dibank-
bank yangdalamsatu grupusahanya. Bank Indo
nesia menawarkan tiga opsi melalui kebijakan
tersebut yaitu, divestasi saham, merger atau
konsolidasi, dan pembentukan perusahaaninduk
di bidang perbankan (holding company) dengan
tujuan untukmereduksijumlah bankyangsaat ini
berjumlah 131 bank(JohanesIbrahim, 2008:2).
Kebijakan kepemilikan tunggal perbankan yang
digulirkan oleh bank Indonesia dalam rangka
menegakan Pilar I API, apabila drtinjau dari sisi
kepemilikan saham dan kaitannya terhadapsyarat
pendirian sebuah perseroan terbatas tentu bertolak
belakang denganketentuan dalam Undang-Undang
Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(UU PT) khususnya Pasal 7 ayat (1) yang
ImplementasiSinglePresence Policy...









